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P U T U S A N 

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah 

memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim 

terhadap perkara Cerai Talak antara: 

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Februari 1989 (umur 33 tahun), 

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada Sulaeman, S.H., M.H., Advokat dan 

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perisai Keadilan dan 

Pancasila, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, 

Kampung Cipayung Nomor 42 RT. 03 RW. 06, Kelurahan 

Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022 

yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Bogor dalam register Nomor: 

17/VII/<No.Pkr>/6/2022/PA.Bgr pada tanggal 13 Juli 2022, 

dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi sekarang Pembanding; 

melawan 

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bandung/22 Juli 1983 (umur 38 tahun), 

agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, 

tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada Iis Kartika, S.H., Deni Hanggara, 

S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat 

Iis Kartika, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Raya Serang 

Cimalaka Nomor 1, Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat, 

 SALINAN 
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berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022 

yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Bogor dalam register Nomor: 

29/VII/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr pada tanggal 22 Juli 

2022, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi  sekarang  Terbanding;  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; 

DUDUK PERKARA 

  Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan 

Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 07 Juli 

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1443 Hijriyah yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut:  

I. Dalam Konvensi: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk ikrar 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di 

depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap;  

II. Dalam Rekonvensi: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 

2.1. JAS lahir 13 September 2018 atau umur 3 (tiga) tahun 9 

(sembilan) bulan; 

2.2. HBS lahir 30 Mei 2020 atau umur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan; 

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; 

3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup kedua anak tersebut 

pada poin 2 di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh dan 

pemeliharaan kedua anak minimal berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah setiap 
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tahunnya 10% dari nilai tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa 

dan atau mandiri dan atau berumur 21 tahun; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: 

4.1. Iddah seluruhnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 

4.2. Mut’ah berupa logam mulia seberat Mut’ah seberat 15 gram 

Logam mulia (Emas Antam kadar 24 karat/Fine gold); 

        Dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. 

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

Membebankan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). 

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum 

Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi dan Kuasa Hukum Termohon 

Konvensi/Pemohon Rekonvensi secara elektronik; 

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Pembanding 

telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi 

e-court Banding pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sesuai Akta Permohonan 

Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. dan pemberitahuan permohonan banding secara 

elektronik kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 melalui  

Aplikasi e-court; 

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan  

Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana 

verifikasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

 

Dalam Eksepsi 

1.Mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruhnya; 

2.Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- 

tidaknya permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima; 

Dalam Konvensi 

Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya; 
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Dalam Rekonvensi 

1, Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 

2, Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima 

belas juta rupiah); 

3, Menetapkan mut’ah Penggugat Rekonvensi berupa 15 (lima belas) gram 

emas logam mulia kadar 24 karat pada saat sebelum ikrar talak diucapkan; 

4, Menetapkan biaya hadhanah 2 (dua) orang anak sebesar Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) dibayar setiap akhir bulan; 

5, Menetapkan nafkah lampau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah); 

Bahwa atas surat pemberitahuan memori banding secara elektronik 

kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 melalui  

Aplikasi e-Court dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori 

banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 04 Agustus 2022, sebagaimana Verifikasi 

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:  

Dalam Eksepsi 

1, Menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya; 

2, Mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding untuk seluruhnya; 

Dalam Konvensi 

Mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding; 

Dalam Rekonvensi 

Menolak gugatan rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya; 

Bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding secara elektronik 

kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2022 melalui  

Aplikasi e-court;  

Bahwa Pengadilan Agama Bogor telah memberitahukan kepada 

Pembanding dan Terbanding melalui aplikasi e-court masing-masing pada 

tanggal 29 Agustus 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding 

(inzage), pihak Pembanding dan Terbanding datang untuk memeriksa berkas 

perkara banding (inzage) tersebut sebagaimana verifikasi inzage para pihak 

tanggal 30 Agustus 2022; 
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Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi         

e-court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

dan diverifikasi pada tanggal 20 September 2022 serta telah didaftar dengan 

Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 20 September 2022 

dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat 

Nomor W10-A18/2871/Hk.05/IX/2022 tanggal 20 September 2022 

tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya mengajukan banding 

pada tanggal 13 Juli 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 7 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut 

Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir 

secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan 

masih dalam tenggang waktu banding masa 14 (empat belas) hari, sehingga 

berdasarkan  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang 

Peradilan Ulangan di Jawa Madura jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021, 

permohonan banding secara e-court, secara formil permohonan banding dapat 

diterima; 

      Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/ 

Penggugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Bogor a quo, maka 

pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak 

dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak Pembanding dalam 

perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a 

quo sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Pembanding telah 

memberi kuasa kepada Sulaeman, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum 
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pada “Kantor Hukum Perisai Keadilan dan Pancasila”, beralamat di Jalan KSR 

Dadi Kusmayadi, Kampung Cipayung Nomor 42 RT. 03 RW. 06, Kelurahan 

Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Bogor dalam register Nomor 

17/VII/<No.Pkr>/6/2022/PA.Bgr pada tanggal 13 Juli  2022; 

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini telah memberi kuasa 

kepada Iis Kartika, S.H. Deni Hanggara, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum 

pada Kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya 

Serang-Cimalaka Nomor 1, Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022 yang didaftarkan secara e-court di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register nomor 

29/VII/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, pada tanggal 22 Juli 2022; 

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut baik dari Pembanding 

maupun Terbanding dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 

(vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang 

Peradilan Ulangan. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1994) dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang 

terkait dengan Surat Kuasa tersebut, ternyata surat Kuasa tersebut telah 

memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga mempunyai legal standing 

untuk mewakili Pembanding dan Terbanding; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa; 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 

26 Juli 2022 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagaimana 

tersebut pada duduk perkara di atas dan atas memori banding tersebut, 

Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Agustus 

2022 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas; 
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      Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat 

Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah 

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, 

untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat 

Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam 

memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955; 

   Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan 

seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding 

tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor            

a quo, selanjutnya akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai 

berikut: 

Dalam Konvensi 

Dalam eksepsi 

      Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata eksepsi a quo tidak 

diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama, namun diajukan pada 

pemeriksaan tingkat banding, begitu juga eksepsi a quo bukan menyangkut 

kompetensi baik absolut maupun relatif, namun eksepsi a quo sudah 

menyangkut pokok perkara, maka eksepsi a quo patut untuk dikesampingkan, 

sehingga patut untuk ditolak; 

Dalam Pokok Perkara  

Menimbang, bahwa  dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak 

berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, 

selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya 

perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani  ketentuan PERMA Nomor 

1 Tahun 2016 yang berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim 

menunjuk H. Mumu, S.H., M.H. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi  

tanggal  17 Maret 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis 
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Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara a quo 

secara litigasi dapat dilanjutkan; 

      Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Terbanding agar 

Pengadilan Agama Bogor memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

Terbanding (Terbanding) kepada Pembanding  (Pembanding) dihadapan 

sidang Pengadilan Agama  Bogor beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bogor berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang 

diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Terbanding dapat dikabulkan; 

       Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bogor sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan 

dipertahankan, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan 

hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena 

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor didasarkan atas fakta 

yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan 

kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para 

saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah 

pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo 

bahwa terhadap alasan cerai Terbanding, Pembanding membantah adanya 

perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, 

sebagaimana dalam posita  permohonan Terbanding angka 4.  

          Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan 

Terbanding maupun Pembanding telah memberikan keterangan yang 

bersesuaian bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak 

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah 

tempat tinggal sejak  bulan Januari 2022 dan selama ini sudah tidak melakukan 

hubungan layaknya suami isteri yang harmonis; 

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu 
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diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar 

dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat umum, 

akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling 

menghiraukan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat tinggal 

bersama antara Pemohon dan Termohon dan salah satu pihak sudah tidak mau 

melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya sesuai abstraksi hukum 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 

menegaskan bahwa “Bilamana suami-isteri yang sudah tidak bersedia satu 

sama lain lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka 

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa merupakan perbuatan sia-sia 

belaka dan akan menimbulkan madarat dan penderitaan yang berkepanjangan 

bagi kedua belah pihak jika kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian retak 

dan pecah (broken marriage) tetap dipertahankan;  

 Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin 

Husain as Siba’y dalam kitabnya Al Mar’atu bainal Fiqhi wal Qonuni halaman 

100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri 

Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa “Sesungguhnya kehidupan suami istri 

tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu 

justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak 

dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat 

diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas 

dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. 

Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhi hubungan perkawinan 

antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam 

hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan 

kedamaian; 

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding 

berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 Jo. 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu Putusan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding 

untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Pembanding dapat dikuatkan. 

Dalam Rekonvensi 

       Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan 

gugatan rekonvensi berupa (1) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang sekarang 

dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun. (2). Nafkah selama 

masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 

(3) Mut’ah sebesar 15 (lima belas) gram emas logam mulia 24 karat/fine gold; 

Nafkah Anak 

       Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah untuk 2 (dua) orang anak 

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana 

terurai pada putusan halaman 31 dan diputus dengan mengabulkan sejumlah 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan 

kesehatan ditambah 10% kenaikan setiap tahun hingga anak dewasa atau 

mandiri atau berumur 21 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat 

apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai 

sudah tepat dan benar sehingga diambil menjadi pertimbangan sendiri Majelis 

Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut untuk dikuatkan, namun Majelis 

Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan lain, bahwa jumlah 

nafkah anak a quo dinilai sudah patut dan wajar sesuai dengan usia anak yang 

masih balita, juga nafkah anak a quo akan berjalan dalam waktu yang panjang 

sampai anak dewasa; 

Nafkah iddah 

        Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah sebesar 

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis 
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Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada putusan halaman 32 dengan 

mengabulkan seluruh gugatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta 

rupiah), dalam gugatan a quo Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat 

dengan dasar hukum kewajiban memberi nafkah iddah a quo, namun tidak 

sependapat dengan besarnya nafkah iddah tersebut, dengan pertimbangan 

bahwa nafkah pada masa iddah hanya sampai selama 3 (tiga) bulan dan masih 

merupakan kewajiban bagi mantan suami untuk memberi nafkah kepada 

mantan isterinya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum 

Islam dan nafkah ini disesuaikan dengan penghasilannya bukan dengan 

kesanggupannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan penghasilan Tergugat 

Rekonvensi sebesar Rp21.779.355,00 (bukti T.1), dibagi tiga yaitu untuk 

kepentingan anak, pribadi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, 

maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum memberi nafkah iddah 

setiap bulan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jadi nafkah selama masa iddah 

3 (tiga) bulan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); 

Mut’ah 

       Menimbang, bahwa tentang gugatan mut’ah berupa emas 24 karat 

seberat 15 (lima belas) gram telah dipertimbangkan dengan singkat oleh 

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum pada putusan halaman 

32 dengan mengabulkan seluruhnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat 

Rekonvensi, dalam gugatan a quo Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat 

dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal 

Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi mut’ah, namun tidak sependapat 

dengan bentuk/wujud mut’ah tersebut, dengan pertimbangan bahwa 

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa 

mut’ah itu bisa berupa uang atau benda, meskipun Penggugat Rekonvensi 

menuntut mut’ah berupa 15 (lima belas) gram emas 24 karat, namun wujud 

mut’ah a quo dinilai akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, oleh 

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan lebih fleksibel 

apabila mut’ah itu diwujudkan dalam bentuk uang; 
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Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai uang mut’ah yang patut 

dan wajar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pada 

pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan kemampuan 

finansial Tergugat Rekonvensi serta kewajaran sesuai ketentuan Pasal 160 

Kompilasi Hukum Islam, selain itu mut’ah adalah merupakan satu sistem 

jaminan agar isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya mempunyai biaya hidup 

yang bisa digunakan setidak-tidaknya selama satu tahun atau yang bisa 

digunakan sebagai modal awal untuk suatu usaha, hal ini sejalan dengan 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 

25 September 2020 dengan kaedah hukum bahwa mut’ah adalah nafkah iddah 

satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan dalil dalam kitab 

Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Karya Syekh Abu Zahrah, halaman 334 yang 

berbunyi; 

نه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضا ها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدةا  

Artinya : Apabila terjadi Talak ba'dad-dukhul tanpa adanya kerelaan istri, maka 

istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan 

nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah ; 

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mut’ah ini 

berpatokan pada besarnya nafkah iddah tiap bulan Rp7.000.000,00 (tujuh juta 

rupiah) sebagaimana pertimbangan nafkah iddah di atas, maka Terbanding 

patut dihukum untuk memberi mut’ah sejumlah Rp7.000.000,00 x 12 = 

Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat 

Rekonvensi;  

       Menimbang, bahwa kewajiban  Terbanding untuk membayar iddah dan 

mut’ah a quo harus dilaksanakan sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ 

Terbanding menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Penggugat 

Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 

angka 1;         

       Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah 

mempertimbangkan dan berpendapat hak hadhanah 2 (dua) orang anak atas 
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nama JAS, lahir tanggal 13 September 2018 dan HBS, lahir tanggal 30 Mei 

2020 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana 

terurai pada putusan halaman 30, sedangkan Penggugat Rekonvensi baik 

dalam jawabannya maupun dupliknya tidak ada menggugat hak hadhanah, 

sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan apa yang tidak 

diminta (ultra petita) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 

angka 1 huruf i sebagai kesempurnaan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huf C 

yang menentukan bahwa “Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan 

dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex 

officio siapa pengasuh anak tersebut”, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat 

Banding akan membatalkan amar yang berkaitan dengan hak hadhanah a quo 

dengan tidak mencantumkan dalam amar putusan; 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan 

gugatan nafkah lampau/nafkah madhiyah untuk selama 7 (tujuh) bulan sebesar 

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam gugatan a quo Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan a quo ternyata tidak diajukan 

pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga gugatan a quo patut untuk 

dikesampingkan, dengan alasan pemeriksaan pada tingkat banding hanya 

mengadili ulang apa yang sudah diperiksa pada tingkat pertama sebagaimana 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang 

Peradilan Ulangan; 

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding 

hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik. Sementara dua hal 

baru berupa eksepsi dan gugatan nafkah madiyah dalam memori banding dua 

hal tersebut tidak didalilkan dalam posita gugatan dan tidak dimuat dalam 

petitum dan kedua hal tersebut telah dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan 

harus dikesampingkan; 

      Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr 

tanggal 7 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 

Hijriah patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri; 
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi  

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

  M E N G A D I L I 

I.   Menerima permohonan banding Pembanding; 

II.  Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 7 Juli 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah. 

 

 

                            MENGADILI SENDIRI   

    Dalam Konvensi: 

   Dalam eksepsi 

   Menolak eksepsi Termohon Kovensi/Pembanding; 

   Dalam Pokok Perkara 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2.  Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk ikrar menjatuhkan 

talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang 

Pengadilan Agama Bogor;  

Dalam Rekonvensi: 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi; 
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2.  Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup kedua anak atas 

nama JAS, lahir tanggal 13 September 2018 dan HBS, lahir tanggal 30 

Mei 2020 kepada Penggugat minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan 

ditambah setiap tahunnya 10% dari nilai tersebut hingga kedua anak 

tersebut dewasa dan atau mandiri dan atau berumur 21 tahun; 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: 

3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); 

3.2. Mut’ah berupa uang sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh 

empat juta rupiah); 

Dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. 

   Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp230.000,00 (dua 

ratus tiga puluh ribu rupiah). 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 

Masehi  bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh kami 

Dr. H. Abd. Latif, M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Wakil Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Jeje 

Jaenudin, M.S.I. dan Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim 

Anggota, dibantu Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak 

dihadiri Pembanding dan Terbanding. 

Hakim Ketua 

Ttd  

 

   Dr. H. Abd. Latif, M.H. 
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       Hakim Anggota I      Hakim Anggota II 

 

                Ttd                                              Ttd                        

  Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.                          Yusuf Effendi, S.H. 

Panitera Pengganti 

 

Ttd  

  Rohili, S.H., M.H. 

Perincian Biaya: 

1. Biaya proses       : Rp130.000,00 

2. Biaya Redaksi      : Rp 10.000,00 

3. Biaya Meterai       : Rp 10.000,00 + 

    Jumlah            : Rp150.000,00  (seratus lima puluh ribu rupiah). 

                                     

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 
 
 
 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 


